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Indra Risandy (B111 10 457) “Implementasi Hak Mendapat 
Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana Anak (Studi Kasus Rutan 
Klas IIB Pinrang)”. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku 
pembimbing I, dan Hijrah Adhyanti M selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Rutan Klas IIB 
Pinrang dan mengetahui faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat 
pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di 
Rutan Klas IIB Pinrang. 
Penelitian dilaksanakan di Pinrang, yaitu di Rutan Klas IIB Pinrang, 
dengan metode penelitian menggunakan teknik pengumpulan data 
dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Rutan Klas IIB 
Pinrang telah diupayakan sebaik mungkin oleh pihak-pihak terkait dalam 
rutan, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 12 tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan. Bentuk pelaksanaan pendidikan meliputi 
pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Pendidikan 
kepribadian yang diberikan meliputi pendidikan keagamaan, pendidikan 
kesehatan jasmani dan rohani dan pendidikan kemampuan intelektual. 
Sementara pendidikan kemandirian yang diberikan berupa pendidikan 
keterampilan meliputi keterampilan membuat hiasan dan keterampilan 
kerja. Faktor penghambat dalam pelaksanaan hak pendidikan dan 
pengajaran bagi narapidana anak di Rutan Klas IIB Pinrang yaitu karena 
tidak adanya lapas khusus anak, dan juga karena adanya faktor internal 
yang meliputi kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, faktor motivasi 
narapidana/tahanan anak, faktor tenaga pendidik yang masih kurang, dan 
alokasi anggaran untuk pendidikan dan pengajaran yang minim dan faktor 
eksternal yang meliputi belum maksimalnya kerjasama dengan instansi 
yang terkait dalam hal pendidikan dan pengajaran serta masih rendahnya 
kepedulian masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan terhadap 
pentingnya pelaksanaan hak pendidikan narapidana/tahanan anak di 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan seperti 
yang ditentukan dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) yaitu setiap orang 
berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 
dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat 
dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat 
manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (1) UUD RI 1945 
ditentukan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ini 
berarti setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan tidak 
terkecuali warga negara yang menjalani pemidanaan.  
Indonesia memberikan perlindungan secara ketat terhadap 
para narapidana. Hal ini dipertegas dengan lahirnya beberapa aturan 
skala nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah No. 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
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Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 
No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12/1995),  
menyebutkan : 
“Warga binaan mempunyai hak-hak seperti hak untuk 
melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya, hak mendapat perawatan, baik perawatan 
rohani maupun jasmani, hak mendapat pendidikan dan 
pengajaran, hak mendapat pelayanan kesehatan dan 
makanan yang layak, hak menyampaikan keluhan, hak 
mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang, hak mendapatkan upah atau 
premi atas pekerjaan yang dilakukan, hak untuk menerima 
kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya, hak mendapat pengurangan masa pidana (remisi),  
hak mendapat kesempatan asimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga, hak mendapatkan pembebasan 
bersyarat, hak mendapat cuti menjelang bebas dan 
mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.” 
Dalam konteks pemenuhan hak pendidikan dinyatakan di 
dalam Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan bahwa  
“Anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud 
Pasal 14 tentang hak-hak narapidana kecuali huruf g”. 
 Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: 
“Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk 
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan melalui kegiatan 




Pasal 1 ayat (8) UU No. 12/1995, menyatakan Anak Didik 
Pemasyarakatan adalah: 
a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama 
sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; 
b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan 
pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan 
ditempatkan di LAPAS Anak paling lama samapai 
berumur 18 (delapan belas) tahun; dan 
c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau 
walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik 
di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan 
belas) tahun. 
Berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir 
dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat 
sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang 
Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga 
agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan-Nya. Narapidana 
adalah bagian dari warga masyarakat yang untuk sementara 
kehidupannya terbelenggu, terasing dari masyarakat umum sebagai 
wujud pertanggungjawaban (sanksi) atas perbuatan pelanggaran 
norma-norma hukum yang telah dilakukannya. 
Dalam sebuah artikel dijelaskan bahwa menurut Abimanyu 
kepala Pengamanan Rutan Rengat bahwa 11 narapidana anak di 
rumah tahanan (Rutan) klas IIB Rengat Riau, tidak memperoleh hak 
pendidikan sebagaimana diamanatkan UU No. 12/1995. Kondisi ini 
tentunya bertentangan dengan Pasal 14 UU No. 12/1995 yang 
mengamanatkan, salah satu hak narapidana, khususnya anak, adalah 
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mendapatkan pendidikan dan pengajaran selama menjalani hukuman. 
Namun ironisnya hak tersebut tidak didapatkan 11 orang narapidana 
anak yang saat ini menjalani hukuman di Rutan Rengat. Para 
narapidana anak tersebut hanya mendapatkan pembinaan dari pihak 
Rutan dan tidak mendapat pembinaan dari lembaga pendidikan 
pemerintah maupun lembaga lainnya di luar Rutan 
(www.riauterkini.com, diakses 1 April 2014 pukul 21:09 WITA). 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan 
penelitian guna mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana, 
khususnya hak mendapat pendidikan dan pengajaran bagi narapidana 
anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa dengan 
judul “IMPLEMENTASI HAK MENDAPAT PENDIDIKAN DAN 
PENGAJARAN BAGI NARAPIDANA ANAK (Studi Kasus Rutan 
Klas IIB Pinrang)”.  
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
permasalahannya adalah : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi 
narapidana anak di Rutan Klas IIB Pinrang? 
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan hak 
pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak di Rutan Klas IIB 
Pinrang? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis bukan hanya sekedar menulis 
dan melakukan penelitian, tetapi ada tujuan dan kegunaan yang akan 
diperoleh. 
Tujuan dan kegunaan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran 
bagi narapidana anak di Rutan Klas IIB Pinrang. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan 





2. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian yang dicapai diharapkan dapat memberi manfaat 
bagi : 
a. Lembaga pendidikan yang mempelajari Ilmu Hukum khususnya 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai bahan 
pemikiran dan menambah khasanah kepustakaan di bidang 
Ilmu Hukum, khususnya bagi Hukum Pidana. 
b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengutamakan 








A. Pengertian Narapidana 
Menurut Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) 
(M. Marwan, 2009 : 447), Narapidana adalah orang yang tengah 
menjalani masa hukuman atau pidana dalam lembaga 
pemasyarakatan. 
Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai 
adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) 
Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 
disebutkan bahwa orang terpenjara adalah : 
a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara 
(Gevengenis Straf) atau suatu status/keadaan dimana 
orang yang bersangkutan berada dalam keadaan 
Gevangen atau tertangkap; 
b. Orang yang ditahan buat sementara; 
c. Orang di sel; dan 
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman 
orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan 
tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah. 
Proses pemidanaan menjadi penentu seseorang dapat 
dinyatakan sebagai narapidana atau tahanan. Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 butir 32, 
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Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Dalam konsep pemasyarakatan baru, Narapidana bukan saja 
sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda 
dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan 
kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak 
harus diberantas atau diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimanapun 
juga, Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat 
dikembangkan untuk menjadi lebih produktif dan untuk menjadi lebih 
baik dari sebelum menjadi Narapidana. 
Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984: 26), wargabinaan 
adalah terpidana yakni seseorang yang telah merugikan pihak lain, 
kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan 
masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani 
pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 12/1995, Narapidana 
adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di 
Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 
12/1995, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Narapidana 
adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa 
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hukumannnya di Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian 
kemerdekaannya hilang. 
Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang 
yang bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya 
mengakibatkan hilang kemerdekaannya. Kesalahan masa lalu 
Narapidana seharusnya tidak menjadikan masyarakat sekitar 
memberi cap (stigma) jahat kepada dirinya, karena itu narapidana 
tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar merasa sama 
dengan masyarakat lainnya dan tidak merasa malu dalam pergaulan 
ketika nantinya telah menjalani masa pidana. 
B. Pengertian Anak 
Secara umum peraturan Perundang-Undangan di berbagai 
negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman 
perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid 
(Arif Gosita, 2004:21) menguraikan bahwa di Amerika, batas umur 
anak 8 tahun sampai 18 tahun. Di Australia disebut anak apabila 
berumur 12 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 
12 tahun dan maksimal 16 tahun sementara di Belanda yang disebut 
anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga 
di Srilanka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura. 
Selanjutnya Task Force on Juvenile Delinquency Prevention 
menentukan bahwa batas umur anak yang bias 
dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 
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sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang Standard 
Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice, menentukan 
batas umur anak 7 sampai 18 tahun. 
Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen 
H. Cama (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi 
dari umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai 
berikut: 
Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H 
Cama, Hakim Pengadilan Anak Bombay, India yang 
mengadakan research untuk Departemen Sosial dari 
Perserikatan Bangsa-Bangsa atas permintaan Social 
Commision dari Economic dan Social Council menyatakan 
bahwa : 
a. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 
7 tahun dianggap tidak melakukan kejahatan; 
b. Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan 
oleh anak kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; 
c. Di Filipina, anak-anak dibawah 19 tahun, dan di Muangthai 
anak-anak dibawah 7 tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara criminal. 
d. Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 
7 tahun dan dibawah 12 tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang 
dilakukannya, apabila pada waktu melakukannya anak 
tersebut belum dapat menghayati bahwa apa yang 
dilakukannya adalah salah. 
Sedangkan untuk batasan umur maksimal 18 tahun dirasakan 
cukup represetatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 
1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan 
umur di 27 Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Kamboja, 
Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Convention on 
tne Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) dari Sidang 
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Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di 
Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 
1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990. 
Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, Nampak ada 
kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas 
minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun ada 
juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 
20 tahun, seperti Iran dan Srilanka. Perbedaan ini dapat saja terjadi 
karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi 
sosial budaya masyarakat dari negara tersebut. 
Di Indonesia ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan 
yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain 
yang berkaitan dengan masalah anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 3/1997 adalah 
sebagai berikut : 
“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. 
Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. 
Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak 
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baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat bersangkutan.” 
Menurut Pasal 1 butir 5 UU No. 39/1999 adalah sebagai 
berikut : 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 
(delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak 
yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi 
kepentingannya.” 
Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23/2002 
dirumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 
Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di 
atas, anak diartikan sebagai orang belum dewasa, orang yang belum 
berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam 
kandungan. 
C. Hak-Hak Narapidana 
Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap 
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus 
Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang 
benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat 
sesuatu. 
Hak seorang manusia merupakan fitrah yang ada sejak 
mereka lahir. Ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai 
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hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban 
yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan 
dalam masyarakat. 
K. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan 
bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) 
hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak 
dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan 
lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi 
kepentingan umum. Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti 
subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan 
seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan 
sesuatu. Akhirnya hak pada saat itu merupakan hak yang subjektif 
merupakan pantulan dari hukum dalam arti objektif. 
Adapun macam-macam hak terdiri atas: 
1. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah 
satu bentuk. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum 
atau sosial. Contoh kasus, mengeluarkan peraturan bahwa 
veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap 
veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk 
mendapat tunjangan tersebut. 
2. Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. 
Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, 
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jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita 
yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama 
dengan pria yang bekerja di perusahaannya. Dengan demikian 
majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan 
melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. 
3. Hak Negatif adalah suatu hak bersifat negatif, jika seseorang 
bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti 
orang lain tidak boleh menghindari orang yang lainnya melakukan 
atau memiliki hal itu. Contoh: hak atas kehidupan, hak 
mengemukakan pendapat. 
4. Hak positif adalah suatu hak bersifat positif, jika seseorang berhak 
bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk dirinya. Contoh: hak atas 
pendidikan, pelayanan, dan kesehatan 
5. Hak khusus yang timbul dalam suatu relasi khusus antara 
beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimilki orang 
satu terhadap orang lain. Contoh: jika meminjam Rp10.000,- dari 
orang lain dengan janji akan mengembalikan dalam dua hari, 
maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain. 
6. Hak Umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi 
tertentu, karena hak ini dimilki oleh semua manusia tanpa kecuali. 
Di Indonesia hak ini disebut dengan “ hak asasi manusia”. 
7. Hak individual disini menyangkut hak yang dimiliki individu-individu 
terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau 
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mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang dimiliki 
setiap individu. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, 
hak mengemukakan pendapat. 
8. Hak Sosial, dalam hal ini bukan hanya hak kepentingan terhadap 
Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama 
dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak 
sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas 
pelayanan kesehatan. Hak-hak ini bersifat positif. 
Hak merupakan kekuasaan seseorang untuk melakukan 
sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya hak 
mendapatkan pendidikan dasar dan hak mendapat rasa aman. 
Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga 
Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun. 
Narapidana seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi karena 
mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun 
kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas.  
Hal tersebut sering terjadi pada masa sebelum lahirnya       
UU No. 12/1995, pada saat ini narapidana diperlakukan secara 
manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 UU No. 12/1995 yang 
menyebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan 
asas persamaan perlakuan dan pelayanan. 
Hak Narapidana pada umumnya adalah untuk tidak 
diperlakukan seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi Narapidana 
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juga berhak atas pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah 
keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak asasi 
manusia yang harus dipertahankan selama tinggal di dalam Lembaga 
Pemasyarakatan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. 
Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melayani 
kesejahteraan Narapidana. Narapidana adalah tanggung jawab 
Lembaga Pemasyarakatan. 
Meningkatkan keselamatan narapidana berarti membuktikan 
bahwa di dalam lembaga pemasyarakatan telah menghargai hak 
asasi manusia. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran hak asasi, 
maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan 
narapidana karena pelanggaran tersebut akan menimbulkan 
kemarahan dan kebencian. 
Petugas lembaga pemasyarakatan harus memimpin untuk 
menciptakan lingkungan yang menghormati hak asasi manusia. 
Narapidana juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia 
diantara para narapidana dan petugas lain. Tidak hanya itu, 
manajemen lembaga pemasyarakatan juga harus mendukung 
penghormatan hak asasi narapidana dan para petugas. 
Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 UU No. 12/1995, 
yang selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 
Narapidana yang menyebutkan narapidana berhak untuk : 
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1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan. 
a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan 
kepercayaan. 
b. Berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan keagamaan. 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani. 
a. Berhak mendapatkan perawatan rohani melalui bimbingan 
rohani dan budi pekerti. 
b. Berhak mendapatkan kesempatan melakukan rekreasi, 
olahraga, dan juga berhak atas perlengkapan pakaian, 
perlengkapan tidur perlengkapan mandi. 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 
a. Jika terpidana telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan 
pengajaran, maka berhak memperoleh STTB dari instansi 
yang berwenang. 
b. Berhak belajar di Sekolah Negeri, di tempat latihan kerja yang 
dikelola oleh lembaga pemasyarakatan dan di tempat kerja 
milik instansi pemerintah lainnya. 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. 
a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui 
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan paling sedikit satu kali 
dalam satu bulan. 
b. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 
Umum Pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan. 
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c. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga 
pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi 
syarat kesehatan. 
d. Berhak menerima makanan dan minuman dari luar lembaga 
pemasyarakatan setelah mendapatkan izin dari kepala 
lembaga pemasyarakatan. 
e. Jika narapidana sedang menjalankan ibadah puasa, maka 
narapidana berhak mendapatkan makanan tambahan. 
5. Menyampaikan keluhan. 
Berhak menyampaikan keluhan yang benar-benar telah 
mengganggu hak asasi narapidana kepada kepala lembaga 
pemasyarakatan terhadap perlakuan petugas dan sesama 
penghuni lembaga pemasyarakatan. 
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang. 
a. Berhak mendapatkan bahan bacaan, berupa media cetak dan 
elektronik yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan, 
yang menunjang pembinaan kepribadian dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
b. Berhak membawa dan mendapat bahan bacaan atau 
informasi dari media massa dari luar dengan seizing dari 
kepala lembaga pemasyarakatan. 
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7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. 
Berhak mendapatkan upah dan premi setelah bekerja di dalam 
lembaga pemasyarakatan. 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang 
tertentu lainnya. 
Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, 
atau orang tertentu lainnya (keluarga dan rohaniawan). 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). 
Berhak mendapatkan remisi jika selama menjalani masa 
hukumannya berkelakuan baik (mentaati peraturan dan tidak 
pernah dikenakan tindakan disiplin) dan telah menjalani masa 
pidana selama 6 (enam) bulan. 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga. 
Berhak memperoleh asimilasi dengan ketentuan berkelakuan 
baik, dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, telah 
menjalani pembinaan selama ½ (satu per dua) masa pidana. 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat. 
Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat dengan ketentuan 
telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari masa pidana atau minimal 9 (sembilan) bulan, telah 
memenuhi syarat administrasi dan substantive, serta berkelakuan 
baik dengan syarat-syarat tertentu diantaranya adalah adanya 
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masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama 
masa percobaan. 
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas. 
Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas dengan ketentuan 
telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari masa pidana, berkelakuan baik selama menjalani 
pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung 
sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dan lamanya 
cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 
(enam) bulan. 
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
a. Berhak akan poltik, hak memilih dan dipilih dan hak 
keperdataan lainnya. 
b. Berhak menjadi anggota partai poltik sesuai dengan aspirasi 
dari narapidana. 
c. Berhak menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kemudian, Pasal 2 menyatakan : 
“Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan 
hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.” 
 
Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara 
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Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 32/ 1999). 
Pengaturan hak asasi narapidana ini juga harus mengacu pada hak 
asasi manusia secara internasional, karena setiap negara diwajibkan 
untuk menghormati hukum hak asasi manusia tanpa terkecuali. 
Dengan penetapan hukum internasional, maka jaminan kolektif untuk 
perlindungan dan pemenuhan HAM, secara otomatis juga terus 
dikembangkan. Yurisprudensi internasional juga mendorong sekaligus 
juga memberi batasan yurisprudensi nasional agar tidak menyimpang 
jauh dari prinsip hukum umum yang berlaku. 
Hak untuk mengembangkan diri sebagai narapidana di dalam 
LAPAS juga termasuk salah satu hak bagi narapidana. Sehubungan 
dengan itu, Sri Widayati Wiratmo Soekito (1983: 135) menegaskan : 
Hak asasi tidak tanpa batas, karena jika akan dilanggar hak-
hak yang sama dengan orang lain karena itu kewajiban 
negara adalah memberikan batas-batas sampai seberapa jauh 
hak-hak asasi kemerdekaan dapat dijalankan dan dilindungi 
pelaksanaannya dengan mengutamakan kepentingan umum. 
 
Mulyana W. Kusumah (1981: 51) menyatakan bahwa : 
Bagi Indonesia semua (Hak-hak Asasi Manusia) menuju pada 
penciptaan kondisi-kondisi sebagaimana yang diamanatkan 
oleh Pancasila, melalui jalan yang selaras dengan sila 
kemanusiaan yang adil dan  beradab, oleh karena proses 
pemerdekaan adalah pelaksanaan sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab itu sendiri. 
 
D. Hak Pendidikan 
Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting untuk 
membangun pendidikan di Indonesia. Pendidikan pada hakikatnya 
adalah usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian dan 
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kemampuan atau keahlian dalam kesatuan organis, harmonis 
dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 
Pendidikan sebagai bagian dari Ilmu Humaniora memperlihatkan 
proses yang terus menerus mengarah pada kesempurnaan, yang 
semakin manusiawi. 
Menurut Imam Barnadib (1998: 29) : 
Pendidikan selalu dapat dibedakan menjadi teori dan praktek. 
Teori pendidikan adalah pengetahuan tentang makna dan 
bagaimana seyogianya pendidikan itu dilaksanakan. 
Sedangkan praktek adalah tentang pelaksanaan pendidikan 
secara konkret (nyata). 
Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak dasar setiap 
warga negara. Pendidikan adalah tangga untuk mobilitas kelas, 
bersama dengan pendidikan seseorang merubah nasibnya. 
Pendidikan juga sebaiknya melatih kemampuan solidaritas dan 
kepekaan. Karena dampak sosial yang besar itulah, pendidikan 
memiliki peran penting. 
Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di 
Indonesia tidak sekedar hak moral melainkan juga hak konstitusional. 
Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pascaperubahan), khususnya 
Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak 
mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan 
kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 
Di tingkat Internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi Indonesia 
melalui Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Hak atas 
Pendidikan dalam Pasal 13, Negara memiliki kewajiban untuk : 
1. Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-
cuma bagi semua orang; 
2. Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk 
pendidikan teknik dan kejuruan tingkat menengah, harus tersedia 
secara umum dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara 
yang layak dan khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-
cuma secara bertahap; 
3.  Pendidikan tingkat tinggi harus dapat dicapai oleh siapa pun juga, 
berdasarkan kapasitas, dengan cara-cara yang layak, dan 
khususnya dengan menerapkan pendidikan cuma-cuma secara 
bertahap; 
4. Pendidikan dasar harus sedapat mungkin didorong atau 
diintensifkan bagi orang-orang yang belum pernah menerima atau 
menyelesaikan keseluruhan periode pendidikan dasar mereka; 
5. Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkat harus 
diupayakan secara aktif, suatu sistem beasiswa yang memadai 
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harus dibentuk, dan kondisi-kondisi material staf pengajar harus 
ditingkatkan secara berkelanjutan. 
Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana 
untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Sebagai hak 
pemampuan, pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa 
dan terutama anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan 
sosial dapat mengangkat diri mereka keluar dari kemiskinan dan 
memperoleh cara untuk terlibat dalam komunitas mereka. 
Hak pendidikan untuk narapidana meliputi pendidikan 
kepribadian dan kemandirian. Pendidikan kepribadian meliputi 
pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kesadaran berbangsa, dan 
pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan kemandirian meliputi 
pembinaan kemandirian yang terdiri dari program pendidikan 
keterampilan, keterampilan untuk mendukung usaha industri, dan 
keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-
masing. 
E. Lembaga Permasyarakatan dan Sistem Permasyarakatan 
1. Lembaga Permasyarakatan 
Menurut Romli Atmasasmita (1982:44), Rumah Penjara 
sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam 
beberapa bentuk, antara lain : 
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a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang 
sifatnya berat. 
b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana 
diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan 
permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan 
ampelas. 
Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek Van 
Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu :  
“Orang terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib 
menjalankan segala pekerjaan yang dibebankan kepadanya 
menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal 29 
KUHP.” 
Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi: 
“Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, 
pidana kurungan, atau kedua-duanya, begitu juga hal 
mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal 
membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, 
hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan 
ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan, 
dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang 
sesuai dengan kitab undang-undang sesuai dengan kitab 
undang-undang ini.” 
Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak 
narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan 
ketertiban dan penegakan hukum. Saat ini, seiring dengan era 
reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya 
ditegakkan, baik itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), 
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praktisi hukum, bahkan sampai pada masyarakat umum dengan 
penerapan program bernama keluarga sadar hukum (kadarkum). 
Menurut Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) 
(M. Marwan, 2009 : 405), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu 
lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan.  
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi 
lembaga pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada 
Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 
1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu : 
a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I. 
b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A. 
c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B. 
Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat 
kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan 
menurut Kementrian Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan 
membina narapidana. 
Lembaga Pemasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi 
warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh 
berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang 
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dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyakatan 
hendaknya mempercepat proses resosialisasi warga binaan. 
2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Sistem Permasyarakatan 
Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 
eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah 
satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi 
dalam proses penegakan hukum. 
 Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan 
hukum telah diatur secara tegas di dalam UU No. 12/1995. Dalam 
Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: 
“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan 
bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana.”   
 
 Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu 
didikan,asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika 
setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai 
anggota masyarakat yang berguna. 
Sementara dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum UU 
No. 12/1995 yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan 
adalah : 
“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara 
Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan 
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kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggungjawab.” 
 
 Dalam sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu 
bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki 
kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para warga 
binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan 
yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun 
bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke 
masyarakat. 
Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasyarakatan pada 
Pasal 2 UU No. 12/1995 adalah dalam rangka membentuk Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat 
hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan 
bertanggungjawab. 
 Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” 
adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia 
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dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan 
sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.  
 Fungsi Sistem Pemasyarakatan yaitu menyiapkan Warga 
Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat 
dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai 
anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.  
 Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah 
pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan 
dengan masyarakat.  
 Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa : 
Petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak 
hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, 
pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 
 Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan 
almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa 
Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai Rumah 
Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Dengan demikian 
maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan 
mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya 
terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, 
namun juga lebih berorientasi pada pembinaan agar kondisi 
narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik. 
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 Ide pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh 
Sahardjo (Koesnan, 1961:8) yang dikenal sebagai tokoh 
pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut : 
a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai 
manusia. 
b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang 
diluar masyarakat. 
c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan 
bergerak. 
Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu 
yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada 
akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota 
masyarakat yang berguna. 
 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan 
berdasarkan asas : 
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 




g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga 
dan orang-orang tertentu. 
Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem 
pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral 
dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). 
Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara 
pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan 






A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, 
maka Penulis memilih lokasi penelitian di Rutan Klas IIB Pinrang 
dengan pertimbangan bahwa Rutan Klas IIB Pinrang dapat 
memberikan informasi yang berkaitan dengan penulisan ini. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi 
yang dibutuhkan melalui teknik sebagai berikut : 
1. Data Primer diperoleh dengan teknik wawancara langsung 
terhadap narasumber berkaitan dengan permasalahan. 
2. Data Sekunder diperoleh melaui penelusuran terhadap bahan 
bacaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-
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undangan, teori-teori para ahli dan pendapat-pendapat dari pakar 
yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu 
menganalisa data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan 
kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Narapidana 
Anak di Rutan Kelas IIB Pinrang. 
Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Pinrang yang terletak di Poros Pinrang-Pare, tepatnya di Jalan Bulu 
Siapae, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten 
Pinrang. Rutan yang berjarak 6 kilometer dari pusat kota Pinrang ini 
dilengkapi dengan 10 kamar termasuk sel berjumlah 5 kamar dan 1 
kamar koki, ruang perkantoran, dapur, sarana olahraga, sarana 
medis, lapangan dan tempat upacara. Luas bangunan mencapai 65 
m2 panjang 120 m2 dengan luas keseluruhan tanahnya mencapai 2 
hektar. Rutan Klas IIB Pinrang ini dipimpin oleh Mansur,S.Sos.,MSi 
dengan pegawai sebanyak  36 orang, dengan pembagian tugas yang 
telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keteraturan dalam 
pelaksanaan hak dan kewajiban di Rutan Klas IIB Pinrang.  
Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pinrang tidak 
hanya diisi oleh orang yang berstatus tahanan, tetapi juga oleh  
Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan karena tidak adanya 
Lembaga Pemasyarakatan di kota Pinrang. 
 Kepala Rutan kelas IIB Kabupaten Pinrang, Mansur,S.Sos, 
MSi saat ditemui di kantornya pada bulan Mei 2014 menyatakan 
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bahwa total jumlah tahanan dan narapidana (napi) yang menghuni 
Rutan tersebut adalah sebanyak 202 orang dari kapasitas 
maksimumnya yaitu mampu menampung 220 orang. 115 Orang di 
antaranya adalah narapidana dan sisanya sebanyak 97 orang adalah 
tahanan titipan. Penghuni yang menjadi binaannya, 85% didominasi 
kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, sisanya kasus 
pidana umum lainnya seperti, perjudian, pencurian, penganiayaan dan 
pembunuhan. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:  
Tabel 1. 
Data Tentang Jumlah Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan 
Negara Klas IIB Pinrang Per Tanggal 7 Mei 2014 
No Tahanan Dan Narapidana Jumlah 
1 Tahanan Dewasa Laki-Laki 95 
2 Tahanan Dewasa Perempuan 2 
3 Tahanan Anak Laki-Laki 0 
4 Tahanan Anak Perempuan 0 
5 Narapidana Dewasa Laki-Laki 96 
6 Narapidana Dewasa Perempuan 7 
7 Narapidana Anak Laki-Laki 2 
8 Narapidana Anak Perempuan 0 
 Total 202 
 Kapasitas 220 
 % 92% 





Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Pinrang merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan 
yang tidak hanya sebagai tempat tersangka/terdakwa ditahan 
sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa melarikan diri 
atau mengulangi perbuatannya, melainkan juga berfungsi sebagai 
tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan seperti halnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan. 
Setiap perbuatan yang melanggar hukum pidana harus 
diberikan hukuman. Adapun hukuman yang diberikan tersebut 
mempunyai tujuan tertentu yang harus dapat dicapai melalui berbagai 
program pembinaan pada suatu lembaga pemasyarakatan dalam 
kerangka sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sebagai 
organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama pentingnya 
dalam institusi-institusi lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti 
kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tugas dan fungsi dari lembaga 
pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 UU No.12 Tahun 
1995) 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga 
pemasyarakatan melaksanakan sistem pemasyarakatan yang 
dijadikan sebagai metode pembinaan bagi narapidana dan anak didik 
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pemasyarakatan. Sementara narapidana adalah manusia-manusia 
yang menghadapi kesulitan dan terganggu status sosialnya sehingga 
mereka membutuhkan pembinaan yang intensif agar mereka dapat 
mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit. 
Pembinaan terhadap narapidanan secara umum meliputi, 
perawatan, pendidikan umum, pendidikan agama, serta pendidikan 
keterampilan atau pekerjaan yang ada hubungannya dengan 
masyarakat. Agar dapat mencapai hasil yang optimal dari 
pelaksanaan sistem pemasyarakatan, maka akan sangat tergantung 
pada metode dan program pembinaan itu sendiri. Diharapkan agar 
kelak apabila mereka selesai menjalani masa pidananya maka 
kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu masalah yang 
dihadapinya bermanfaat dalam usaha memperbaiki interaksi sosialnya 
dengan lingkungan masyarakat. 
Pada awalnya pendidikan bagi para narapidana bertujuan 
untuk memberi bekal mereka ketika keluar dari rumah tahanan. Di 
rutan maupun lembaga pemasyarakatan, pendidikan menjadi bernilai 
sosial (social return) yang melampaui nilai private yang diterima oleh 
setiap individu. Jenis pemanfaatan pendidikan ini sama potensialnya 
dengan dampak kejahatan yang ditimbulkan. Oleh sebab itu 
pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat 
kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka 
pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini 
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menjadikan sekolah mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga 
bagi masyarakat. 
Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana 
khususnya hak pendidikan dan pengajaran dalam Rutan Klas IIB 
Pinrang, maka penulis melakukan penelitian secara langsung di Rutan 
Klas IIB Pinrang tersebut dengan melakukan wawancara secara 
langsung terhadap narapidana anak serta pegawai Rutan Klas IIB 
Pinrang. 
Penulis melakukan wawancara dengan kedua narapidana 
anak yang berada di dalam Rutan Klas IIB Pinrang yaitu Wandi (16 
Tahun) yang telah menjalani 1 tahun pemidanaan dan Arsyad (14 
Tahun) yang telah menjalani pemidanaan selama 10 bulan. Setelah 
melakukan wawancara singkat dengan kedua narapidana anak, salah 
satu narapidana anak yaitu Wandi mengatakan bahwa dirinya 
ditangkap sehari setelah pengumuman kelulusan Ujian Nasional 
tingkat SMP karena tertangkap tangan menggunakan sabu-sabu, 
sedangkan narapidana anak lainnya yaitu Arsyad memiliki latar 
belakang pendidikan tidak bersekolah sejak kecil. Kedua narapidana 
anak ini menjalani hukuman di dalam Rutan Klas IIB Pinrang akibat 
penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil wawancara 
tersebut juga diketahui bahwa narapidana telah mengetahui hak-hak 
yang harus diterima sebelum menjalani hukumannya melalui 
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penjelasan oleh pembimbing kemasyarakatan pada awal masuk 
dalam rutan tersebut. 
Pendidikan bagi narapidana anak di Rutan Klas IIB Pinrang 
meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian yang diberikan 
langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendidikan kepribadian 
dalam hal ini meliputi : 
1. Pendidikan Keagamaan 
Pendidikan merupakan kata yang sudah sangat umum. 
Karena itu, boleh dikatakan bahwa setiap orang mengenal istilah 
pendidikan. Begitu juga Pendidikan Agama Islam (PAI). 
Masyarakat awam mempersepsikan pendidikan itu identik dengan 
sekolah, pemberian pelajaran, melatih anak dan sebagainya. 
Sebagian masyarakat lainnya memiliki persepsi bahwa pendidikan 
itu menyangkut berbagai aspek yang sangat luas, termasuk semua 
pengalaman yang diperoleh anak dalam pembentukan dan 
pematangan pribadinya, baik yang dilakukan oleh orang lain 
maupun oleh dirinya sendiri. Sedangkan Pendidikan Agama Islam 
merupakan pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dan 
berisikan ajaran Islam. 
Pendidikan sebagai suatu bahasan ilmiah sulit untuk 
didefinisikan. Bahkan konferensi internasional pertama tentang 
pendidikan Muslim (1977), seperti yang dikemukakan oleh 
40 
 
Muhammad al-Naquib al-Attas, ternyata belum berhasil menyusun 
suatu definisi pendidikan yang dapat disepakati oleh para ahli 
pendidikan secara bulat. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (1) menyebutkan 
bahwa : 
"Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memilik ikekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara" .  
 
Sedangkan definisi pendidikan agama Islam disebutkan 
dalam Kurikulum 2004 Standar Kompetensi Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam SD dan MI adalah : 
"Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 
terencana dalam menyiapkan peserta didik untukmengenal, 
memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak 
mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 
utamanya kitab suciAl-Quran dan Hadits, melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 
pengalaman." 
 
Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Agama 
Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa agar 
memahami ajaran Islam, terampil melakukan atau mempraktekkan 
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ajaran Islam, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan 
Pendidikan Agama Islam adalah untuk meningkatkan pemahaman 
tentang ajaran Islam, keterampilan mempraktekkannya, dan 
meningkatkan pengamalan ajaran Islam itu dalam kehidupan 
sehari-hari. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan 
utama Pendidikan Agama Islam adalah keberagamaan, yaitu 
menjadi seorang Muslim dengan intensitas keberagamaan yang 
penuh kesungguhan dan didasari oleh keimanan yang kuat. 
Pendidikan Keagamaan dalam Rutan Klas IIB Pinrang 
dilaksanakan sekali seminggu tepatnya hari Rabu atau Kamis. 
Pendidikan keagaamaan ini diberikan langsung oleh seorang 
ustadz berupa ceramah agama selama kurang lebih satu jam 
kemudian dilanjutkan dengan pengajaran membaca Al-Quran. 
Menurut hasil wawancara tanggal 7 Mei 2014 dengan  
Mirdedes,S.H. selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan dan 
Pembimbing Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan pendidikan 
keagaaman para narapidana digabung baik narapidana dewasa 
maupun narapidana anak dalam suatu aula  dan hanya dipisahkan 
antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan. Kemudian 
dalam kegiatan pengajaran membaca Al-Quran akan dipisahkan 
antara narapidana yang sudah pandai dan yang belum pandai 
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membaca Al-Quran. Nantinya narapidana yang sudah pandai 
membaca Al-Quran akan ikut serta membantu ustadz untuk 
mengajar narapidana yang belum pandai membaca Al-Quran.  
2. Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani 
Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang 
sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan 
secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam 
rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, 
pertumbuhan, kecerdasan, dan pembentukan watak. 
Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses 
pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan 
perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 
mental, serta emosional.  
Pendidikan Kesehatan Jasmani dan Rohani di Rutan klas IIB 
Pinrang yang dilaksanakan sekali seminggu tepatnya hari Jumat 
pagi. Menurut hasil wawancara tanggal 7 Mei 2014 dengan 
Mirdedes,S.H. selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan dan 
Pembimbing Pemasyarakatan, pendidikan kesehatan jasmani dan 
rohani ini dipimpin oleh seorang instruktur yang juga merupakan 
staff Rutan Klas IIB Pinrang berupa senam fisik dan senam musik. 
Kegiatan senam ini wajib diikuti oleh seluruh narapidana baik laki-




3. Pendidikan Kemampuan Intelektual 
Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk 
melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan 
juga merupakan sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat 
dilakukan seseorang. 
Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan 
untuk melakukan berbagai aktivitas mental berpikir, menalar, dan 
memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat 
menempatkan kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat, pada 
nilai yang tinggi. Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi 
pemimpin dalam suatu kelompok.. 
Pendidikan yang dapat diberikan berupa pendidikan 
membaca, menulis dan berhitung seperti yang bisa didapatkan 
dalam pendidikan formal di dalam sekolah. Menurut wawancara 
Penulis terhadap kedua anak pidana, mereka mengaku bahwa 
mereka tidak diberikan pendidikan seperti ini di dalam Rutan. Hal 
ini diperjelas dengan pernyataan Mirdedes,S.H. selaku Kasubsi 
Pelayanan Tahanan dan Pembimbing Pemasyarakatan yang 
menyatakan bahwa jika ada anak pidana yang masih berstatus 
sebagai siswa aktif dalam sebuah sekolah baik sekolah dasar 
(SD), sekolah menengah pertama (SMP) maupun sekolah 
menengah atas (SMA) akan diberikan izin untuk ke sekolah sesuai 
dengan jam sekolah dan tentunya dikawal oleh pegawai/staff 
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rutan. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa bagi anak pidana 
yang mengikuti paket pendidikan Paket A yang setingkat sekolah 
dasar, Paket B yang setingkat sekolah menengah pertama 
ataupun Paket C yang setingkat sekolah menengah atas, juga 
akan diberikan izin untuk mengikuti ujian di salah satu sekolah 
dengan pengawalan pegawai/staff rutan. Para narapidana anak 
yang telah mengikuti ujian tersebut akan mendapat ijazah sesuai 
dengan peraturan yang ada. 
Selanjutnya pendidikan kemandirian yang diberikan dalam 
bentuk pendidikan keterampilan yakni berupa keterampilan 
membuat hiasan dan keterampilan kerja. Berdasarkan wawancara 
penulis dengan kedua anak pidana, mereka mengakui bahwa 
keterampilan membuat hiasan berupa lampu-lampu hias dan 
asbak rokok didapatkan  dari pengajaran yang diberikan oleh 
narapidana dewasa. Nantinya menurut mereka hasil kerajinan 
tersebut akan dipamerkan dalam kegiatan pameran yang 
dilaksanakan pihak rutan. Selanjutnya menurut hasil wawancara 
tanggal 7 Mei 2014 dengan Mirdedes,S.H. selaku Kasubsi 
Pelayanan Tahanan dan Pembimbing Pemasyarakatan, 
mengemukakan bahwa keterampilan anak pidana dalam membuat 
hiasan merupakan “kegiatan menular” yang diajarkan langsung 
oleh narapidana dewasa khususnya para residivis. Beliau 
menambahkan bahwa hasil keterampilan tersebut  akan 
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dipamerkan dan dijual di ruang kunjungan dan pada setiap acara 
yang dilaksanakan pihak rutan baik pada setiap tanggal 17 
Agustus maupun setiap hari Pemasyarakatan. Kemudian 
keterampilan kerja yang diajarkan bagi anak pidana menurut 
beliau biasanya menjelang bebas para anak pidana diberi 
pekerjaan membuat batu merah di lokasi industri rumahan maupun 
pabrik yang berada disekitar rutan. Beliau juga menambahkan 
biasanya anak pidana membantu narapidana dewasa membuat 
gazebo atau pendopo sebagai tempat istirahat dan tempat santai 
bagi pegawai dan warga binaan yang berada di dalam rutan.    
Berdasarkan data yang didapatkan diatas dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak 
pidana pada Rutan Klas IIB Pinrang telah diupayakan sebaik 
mungkin oleh pihak-pihak terkait dalam rutan, sesuai yang 
ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) UU No 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Meskipun masih terdapat berbagai kendala-
kendala yang akan dijabarkan dalam sub bab berikutnya. 
B. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Pendidikan dan 
Pengajaran Bagi Narapidana Anak di Rutan Klas IIB Pinrang. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Rutan Klas IIB 
Pinrang dengan melakukan wawancara dengan Mirdedes, S.H. selaku 
Kasubsi Pelayanan Tahanan, dapat diketahui bahwa faktor 
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penghambat pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran dalam 
Rutan Klas IIB Pinrang adalah: 
1. Rumah Tahanan Klas IIB Pinrang sejatinya diperuntukkan bagi 
narapidana dewasa, jadi bukan untuk narapidana anak yang 
semestinya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas 
IIB Pare-Pare. Hal ini membuat narapidana/tahanan anak tidak 
merasa nyaman dengan kondisi tersebut karena harus berbaur 
dengan narapidana dewasa. Akibatnya narapidana/tahanan 
menjadi kurang termotivasi akan pentingnya pendidikan karena 
beban psikologis yang semakin berat.  
2. Secara internal, kendala-kendala yang dihadapi Rutan Klas IIB 
Pinrang di dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana 
anak adalah sebagai berikut: 
a. Terbatasnya sarana dan prasarana seperti alat tulis, kursi dan 
meja serta buku bacaan yang kurang; 
b. Bahan pembelajaran yang kurang menarik dari tenaga 
pendidik; 
c. Motivasi narapidana/tahanan anak yang kurang; 
d. Kurangnya tenaga pendidik; dan 
e. Kurangnya anggaran untuk pendidikan; 
3. Kendala-kendala secara eksternal yang dihadapi oleh Rutan  Klas 
IIB Pinrang dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana 
anak, diantaranya adalah: 
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1. Kurangnya partisipasi dari instansi terkait seperti Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal tenaga pendidik; dan 
2. Rendahnya kepedulian masyarakat, pemerintah daerah baik 
provinsi maupun Kota/Kabupaten serta organisasi-organisasi 
kemasyarakatan terhadap masa depan pendidikan narapidana 
anak di Rutan Klas IIB Pinrang. 
Berdasarkan data yang didapatkan diatas dapat dikatakan bahwa 
terdapat beberapa faktor penghambat yang meliputi faktor internal dan 
faktor eksternal dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran bagi 
narapidana anak di Rutan Klas IIB Pinrang. Hal ini mengindikasikan 
perlunya keterlibatan pihak-pihak tertentu, salah satunya seperti 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menyediakan tenaga 
pendidik di dalam Rutan atau Lapas agar narapidana anak yang sedang 
menjalani pemidanaan tetap mendapatkan pendidikan seperti yang bisa 
didapatkan di sekolah formal. Selain itu, dapat pula dilakukan berbagai 
cara untuk meningkatkan kualitas penjaga rutan yang tentu saja 
mempunyai pengaruh langsung dalam pelaksanaan pendidikan dan 
pembinaan dalam rutan, karena Petugas Pemasyarakatan merupakan 
motor penggerak terlaksananya pembinaan terhadap narapidana. 
Walaupun masih banyak kekurangannya, program  dan realisasi 
pelayanan tahanan dan pembinaan narapidana tetap dilaksanakan. 
 Petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya 
mempunyai peranan sebagai orang tua, guru, teman, kakak dan 
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sebagainya.  Petugas pemasyarakatan dituntut memiliki keterampilan 
yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya, paling tidak harus 
mengetahui dan mengerti benar tugas pokok yang diembannya dan 
dituntut untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang mungkin 
terjadi di dalam Rutan sehingga dibutuhkan keterampilan berkomunikasi 
yang baik dengan penghuni Rutan atau narapidana. 
Menurunnya kualitas petugas pemasyarakatan selama ini 
disebabkan kurangnya pendidikan dan latihan teknis pemasyarakatan, 
karena pendidikan dan latihan selama ini hanya diikuti sebagian kecil 
petugas pemasyarakatan Rutan Klas IIB Pinrang sehingga  pelaksanaan/ 
penerapan tugasnya hanya berdasarkan pada pengalaman yang ada 
tanpa didasari dengan ilmu dan ketrampilan yang cukup. 
Mengingat petugas pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara 
Kelas II.B Pinrang memiliki tugas ganda yaitu melayani dan merawat 
tahanan serta membina narapidana, maka petugas pemasyarakatan perlu 
memiliki kemampuan dan ketrampilan yang cukup sehingga dapat 







Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Hak pendidikan yang dilaksanakan bagi narapidana anak Rutan 
Klas IIB Pinrang meliputi pendidikan kepribadian dan kemandirian. 
Pendidikan kepribadian meliputi pendidikan keagamaan, 
pendidikan kesehatan jasmani dan rohani dan pendidikan 
kemampuan intelektual. Kemudian pendidikan kemandirian berupa 
pendidikan keterampilan meliputi keterampilan membuat hiasan 
dan keterampilan kerja. 
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan 
pemenuhan hak pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak 
adalah meliputi: tidak tersedianya lapas khusus anak di kabupaten 
Pinrang sehingga narapidana anak ditempatkan di Rutan Klas IIB 
yang sejatinya merupakan Rutan khusus orang dewasa. 
Selanjutnya terdapat kendala internal maupun kendala eksternal. 
Kendala internal terdiri dari kurangnya sarana dan prasarana 
pendidikan, faktor motivasi narapidana/tahanan anak, faktor 
tenaga pendidik yang masih kurang, dan alokasi anggaran untuk 
pendidikan dan pengajaran yang minim. Sementara kendala 
eksternal adalah belum maksimalnya kerjasama dengan instansi 
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yang terkait dalam hal pendidikan dan pengajaran serta masih 
rendahnya kepedulian masyarakat maupun organisasi 
kemasyarakatan terhadap pentingnya pelaksanaan hak pendidikan 
narapidana/tahanan anak di Rutan Klas IIB Pinrang. 
 
B. Saran 
Saran penulis dari hasil penelitian ini adalah : 
1. Pihak Rutan perlu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan 
yang memadai agar pelaksanaan  pendidikan dan pengajaran bagi 
narapidana anak tidak terhambat. 
2. Perlunya peningkatan kualitas pegawai rutan yang mempunyai 
peran penting dalam pelaksanaan hak pendidikan dan pengajaran 
bagi narapidana. 
3. Perlunya keterlibatan pihak-pihak tertentu, seperti Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal menyediakan tenaga 
pendidik di dalam Rutan atau Lapas agar narapidana anak yang 
sedang menjalani pemidanaan tetap mendapatkan pendidikan 
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